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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan
karunia-Nya sehingga buku Ekonomi Pemerintahan: Konsep, Kebijakan,
dan Pembangunan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.
Buku ini hadir sebagai salah satu referensi yang membahas hubungan
antara pemerintah dan perekonomian dalam mewujudkan
pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di tengah dinamika
ekonomi global, perubahan kebijakan publik, serta tantangan
pembangunan yang semakin kompleks, pemahaman mengenai
ekonomi pemerintahan menjadi sangat penting sebagai landasan
dalam merumuskan kebijakan yang efektif, efisien, dan berorientasi
pada kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi pemerintahan merupakan cabang ilmu yang mempelajari
peran pemerintah dalam mengatur, mengelola, dan mengarahkan
aktivitas ekonomi melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal,
pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara, serta pembangunan
nasional dan daerah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk
menciptakan  stabilitas ekonomi,  mengurangi  kesenjangan,
meningkatkan  kualitas pelayanan publik, serta mendorong
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu,
pemahaman terhadap konsep-konsep dasar ekonomi pemerintahan
menjadi bekal yang penting bagi mahasiswa, akademisi, aparatur
pemerintah, maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap
pembangunan ekonomi.

Buku ini disusun secara sistematis agar pembaca memperoleh
pemahaman vyang utuh mengenai berbagai aspek ekonomi
pemerintahan. Pembahasan dimulai dari konsep dasar ekonomi
pemerintahan dan sistem perekonomian, dilanjutkan dengan
pengelolaan keuangan negara, pembangunan ekonomi daerah,
pelayanan publik dalam perspektif ekonomi, pengawasan dan
akuntabilitas pemerintahan, hingga pembahasan mengenai globalisasi
ekonomi, krisis ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan strategi
penguatan ekonomi nasional. Setiap bab disusun dengan pendekatan



teoritis dan aplikatif sehingga dapat membantu pembaca memahami
keterkaitan antara kebijakan pemerintah dengan pembangunan
ekonomi.

Selain menyajikan landasan konseptual, buku ini juga mengulas
berbagai isu strategis yang dihadapi pemerintah dalam mengelola
perekonomian di era modern. Pembahasan mengenai otonomi daerah,
kemandirian fiskal, transparansi pengelolaan keuangan, transformasi
digital dalam pelayanan publik, serta penguatan tata kelola
pemerintahan menjadi bagian penting dalam memberikan wawasan
yang relevan dengan perkembangan kebijakan publik saat ini. Dengan
demikian, pembaca diharapkan mampu menganalisis berbagai
tantangan ekonomi pemerintahan secara lebih komprehensif dan
objektif.

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi
yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, aparatur pemerintah,
praktisi kebijakan publik, serta seluruh pembaca yang ingin
memperdalam pemahaman mengenai ekonomi pemerintahan. Semoga
buku ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu
pengetahuan, memperkaya wawasan mengenai kebijakan ekonomi
publik, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang
transparan, akuntabel, dan mampu mendorong pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

September, 2020

Penulis
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BAB 1

KONSEP DASAR
EKONOMI PEMERINTAHAN

lin Ismayanti, S.AP., M.AP
Universitas Indonesia Timur

A. PENGERTIAN EKONOMI PEMERINTAHAN
1. Konsep Dasar Ekonomi dan Pemerintahan

Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana individu,
kelompok, maupun negara mengelola sumber daya yang terbatas
untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Keterbatasan sumber
daya tersebut menuntut adanya pengambilan keputusan yang rasional
agar tercapai efisiensi dan kesejahteraan. Dengan demikian, ilmu
ekonomi tidak hanya membahas aktivitas produksi, distribusi, dan
konsumsi, tetapi juga mengkaji berbagai pilihan yang harus diambil

PN
i



DAFTAR PUSTAKA

Ahman, H. E., & Rohmana, Y. (2017). Konsep-Konsep Dasar IImu
Ekonomi. Universitas Terbuka.

Djaenuri, A., & Enceng, M. S. (2012). Konsep-konsep Dasar
Pemerintahan Daerah. Sistem Pemerintahan Daerah, 49.

Hafizah, Y. (2005). Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau dari Konsep
Dasar Ekonomi Islam. Millah: Journal of Religious Studies, 31-46.

Idris, A. (2018). Ekonomi Publik. Deepublish.

Indrawan, . (2019). Konsep Dasar Ekonomi Pendidikan pada Tataran
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia. INNOVATIO:
Journal for Religious Innovations Studies, 19(1), 91-98.

Jamaludin, J., & Syafrizal, R. (2020). Konsep dasar ekonomi menurut
syariat Islam. MUAMALATUNA, 12(1), 38-72.

Nurcholis, H. (2019). Konsep Dasar Pemerintahan Daerah. Meraja
Journal, 2, 101-108.

Setiono, A., Napisah, S., Wartono, T., Suryahani, ., Sundari, S., Rahayu,
S., ... & Efitra, E. (2023). DASAR-DASAR EKONOMI: Panduan
Praktis Teori dan Konsep. PT. Green Pustaka Indonesia.

Tambusay, I. B. W., Minati, I. S., Oktavia, I. A., Tanjung, |. A., Zahra, I. K.,
& Sari, |. P. KONSEP DASAR EKONOMI.

Yunus, R., & Anwar, A. |. (2021). Ekonomi Publik. Penerbit NEM.

Simatupang, P. (2003). Analisis kebijakan: Konsep dasar dan prosedur
pelaksanaan. Indonesian Center for Agricultural Socioeconomic
and Policy Studies.

Pamungkas, B. (2013). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah
Daerah: Konsep dan Praktek berdasar Peraturan Perundangan
Jilid 1. Kesatuan Press.

Ahmad Mustanir, S. I. P., Amane, A. P. 0., Sos, S., Sofyan, M. M., Sos, S.,
AP, M., .. & Llopulalan, D. L. (2023). Pengantar Iimu
Pemerintahan. Penerbit Widina.

Yossinomita, Y., Haryadi, H., Nainggolan, S., & Zulfanetti, Z.
(2024). Pertumbuhan Ekonomi Dan Perpajakan. Penerbit Widina.

24 | Ekonomi Pemerintahan: Konsep, Kebijakan, dan Pembangunan



Aryansyah, A. F., Basri, M. H., Wardhani, R. S., Wibawa, D. P., Noviyanti,
., Sari, W. F., ... & Waradhika, N. (2025). Dasar-dasar teori inflasi:
Dari pemikiran klasik hingga Keynesian. Penerbit Widina.

Komarudin, P., Purnamasari, S., Budi, I. S., Erziaty, R., Fitriana, Y., Huda,
R., ... & Maulida, A. Z. (2021). Pengantar Ekonomi Syariah
(Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). Penerbit Widina.

Konsep Dasar Ekonomi Pemerintahan | 25



PN
i

BAB 2

SISTEM PEREKONOMIAN
DAN PEMERINTAH

Fara Dina, S.E., M.E.
Universitas Tanjungpura

A. PENGERTIAN SISTEM PEREKONOMIAN

Sistem perekonomian merupakan suatu mekanisme, aturan, serta
institusi yang digunakan oleh suatu negara dalam mengatur kegiatan
ekonomi, termasuk proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang
maupun jasa. Sistem ekonomi menentukan bagaimana sumber daya
yang terbatas dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
yang tidak terbatas. Dalam praktiknya, sistem ekonomi juga berkaitan
erat dengan peran pemerintah dalam mengendalikan stabilitas
ekonomi, pemerataan pendapatan, serta pembangunan nasional.



DAFTAR PUSTAKA

Mankiw, NG (2021). Prinsip-prinsip ekonomi (edisi ke-9). Cengage
Learning.

Samuelson, PA, & Nordhaus, WD (2019). Ekonomi (edisi ke-20).
McGraw-Hill Education.

Sa'adah, N., Norfitria, & Setyanoor, E. (2025). Perbandingan sistem
kapitalis, sosialis, dan campuran terhadap pertumbuhan
ekonomi. Kelebihan: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 4 (2).
https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1609

Helmayanti, Naila, E., & Setyanoor, E. (2025). Sistem ekonomi sosial
campuran (Konsep, bentuk, dan variasi di negara berkembang).
Kelebihan: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 4 (2).
https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1610

Smith, A. (2007). Sebuah penyelidikan tentang sifat dan penyebab
kekayaan bangsa-bangsa . Harriman House.

Keynes, JM (2018). Teori umum tentang pekerjaan, bunga, dan uang .
Palgrave Macmillan.

Marx, K. (1990). Kapital: Kritik terhadap ekonomi politik . Penguin
Classics.

Helbing, D. (2013). Ekonomi 2.0: Langkah alami menuju masyarakat
pasar partisipatif yang mengatur diri sendiri.

Kato, T. (2022). Ekonomi Islam dan kapitalis: Perbandingan
menggunakan model ekonofisika pertukaran dan redistribusi
kekayaan.

Leydesdorff, L. (2012). Ekonomi berbasis pengetahuan dan model
Triple Helix.

Sistem Perekonomian dan Pemerintah | 37



BAB 3

KEUANGAN NEGARA

Daelami Ahmad, S.Ag., M.Si
Institut Kemandirian Nusantara (IKNUS) Pandeglang — Banten

A. PENDAHULUAN

Keuangan negara adalah salah satu instrumen paling menentukan
dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. la tidak hanya
berbicara tentang angka, kas, pajak, belanja, atau laporan akuntansi,
tetapi tentang bagaimana negara  menjalankan = mandat
konstitusionalnya untuk melindungi warga, menyediakan pelayanan
publik, membiayai pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, dan
menghadirkan kesejahteraan. Setiap sekolah yang dibangun, jalan yang
diperbaiki, rumah sakit yang diperkuat, bantuan sosial yang disalurkan,
hingga gaji aparatur yang dibayarkan, semuanya berhubungan dengan
keputusan keuangan negara. Karena itu, keuangan negara dapat
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BAB 4

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Lestari Kurniawati, S.S.T., Akt., M.E.
Politeknik Keuangan Negara STAN

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dan pembaca diharapkan

mampu:

e Menjelaskan konsep dan paradigma baru pembangunan ekonomi
daerah, termasuk pendekatan endogen (endogenous development).

e Menganalisis struktur, komponen, dan strategi optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kerangka kemandirian fiskal
daerah.

o Mengevaluasi dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan
dan daya saing ekonomi lokal berdasarkan regulasi terkini.
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BAB 5

PELAYANAN PUBLIK DAN EKONOMI
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A. PENDAHULUAN

Bab ini membahas secara komprehensif hubungan antara
pelayanan publik dan ekonomi dalam perspektif administrasi publik
dan ekonomi publik. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai
konsep, pengertian, dan paradigma pelayanan publik yang berkembang
dalam ilmu administrasi publik. Selanjutnya dibahas pelayanan publik
dalam perspektif ekonomi publik, termasuk peran pemerintah dalam
penyediaan barang publik (public goods) dan upaya mengatasi
kegagalan pasar (market failure). Bab ini juga menguraikan hubungan
strategis antara pelayanan publik dan pembangunan ekonomi,
termasuk pengaruh pelayanan publik terhadap investasi, produktivitas
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BAB 6

PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS
EKONOMI PEMERINTAHAN

Marini Sari Dewi Seger, S.Sos., M.Si
Universitas Nusa Cendana

A. PENDAHULUAN

Pengawasan dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam
tata kelola ekonomi pemerintahan yang sehat dan berkeadilan. Dalam
konteks ekonomi pemerintahan, negara tidak hanya berperan sebagai
regulator perekonomian, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya
publik yang bertanggung jawab atas setiap rupiah anggaran yang
dialokasikan untuk kemakmuran rakyat. Tanpa sistem pengawasan
yang kuat dan akuntabilitas yang bermakna, pengelolaan keuangan

PN
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BAB 7

INDONESIAN GOVERNMENT ECONOMIC

Dr. Farida Suldina Achmad, B.Sc., B.A., M.Si.
Universitas Islam As-Syafiiyah

Content:

Chapter I: Globalisasi Ekonomi

Chapter II: Krisis Ekonomi dan Peran Pemerintah
Chapter lll: Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Chapter IV: Strategi Penguatan Ekonomi Nasional

A. GLOBALISASI EKONOMI

Menurut Penuis, globalisasi ekonomi merupakan proses
meningkatnya integrasi ekonomi antarnegara melalui perdagangan
internasional, investasi asing, arus modal, teknologi, tenaga kerja, dan
pertukaran informasi tanpa batas. Proses ini menyebabkan batas-batas
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Buku ini disusun sebagai referensi komprehensif untuk memahami hubungan
antara kebjjakan publik, Gata kelola pemerinGahan, dan pembangunan ekonomi. Buku
ini menguraikan konsep-konsep dasar ekonomi pemerintahan, sistem perekonomian,
keuangan negara, kebjjakan fiskal dan moneber, perpajakan, pengelolaan anggaran,
hingga berbagai instrumen pemerintah dalam mendorong perGumbuhan ekonomi dan
meningkabkan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan disajikan secara sistemabis
dengan memadukan teori, regulasi, serta dinamika praktik pemerintahan dilndonesia.

Selain memberikan landasan konseptual, buku ini juga mengulas berbagai isu
strabegis yang dihadapi pemerinGah dalam era globalisasi dan Gransformasi digital,
seperti desentralisasi fiskal, pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan,
penguatan investasi, reformasi birokrasi, serta penerapan prinsip good governance.
Sebiap materi disusun dengan pendekatan yang aplikatif sehingga pembaca Gidak
hanya memahami Geori, Getapi juga mampu menganalisis implementasi kebjjakan
ekonomi pemerintiah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.

Buku ini dibujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, aparabur pemerintah, maupun
masyarakat umum yang ingin memperdalam wawasan tentang ekonomi
pemerintahan. Dengan bahasa yang mudah dipahami, didukung referensi mutGakhir
dan pembahasan yang relevan dengan perkembangan kebijjakan publik, buku ini
diharapkan menjadi sumber belajar yang mampu membangun pemahaman kritis
serta memberikan kontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang
efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakab.
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